Undang-undang Nomor 3 Tahun 197; lentang Pembe
Korupsi telah digantikan dengan Undang—undano Nomor 3lra fll~tagfm
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kon?psi yang di d&l v
kan pada tanggal 16 Agustus 1999. e
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Sebenarnya Undang-undang Nomor
memadai  dibanding dengan Undang-undang sebelumnya, yaity
Undang-undang Nomor 24/Prp/ 1960 dan masih mampu  untuk
mengatasi tindak pidana korupsi pada saat ini. Namun  seringkali
suatu Undang-undang menjadi tidak bermanfaat karena tidak pernah
difungsikan. \

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang baru lebih bersifat
Peényempurnaan karena banyak substansi yang telah diatur dalam
Undang-undang sebelumnya, substansi tersebut sedikit ditambah dan
beberapa inovas; yakni: :
* dalam Undang-undang tersebut dirumuskan secara tegas sebagai
Tindak Pidana Formil;
korporas; sebagai subyek tindak pidana;
ketentuan pigan, yang berbeda dengan Undang-undang Sebel‘:;:
"2, yaitu adanya ancaman pidana minimum khusus, dan p g
dendy yang lebih tinggi serta ancaman pidana mati yang merup
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urnaan undang-undang tersehy
Sedangkan didalam p(:,r;y’,)e(?%hun 2001 dikarenakan: ;
dengan Undang-undang NOES
g . tasi atau penafsiran yang berkembgmg
o Terdapat berb[ag;l}l] Jg;z;@rjsﬁengenai penerapan uqdapg-undang
di maSyaral;ada tindak pidana korupsi yfing terjadi sebelgm
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'ITJiI:nleI(gPidanagKompsi dinyatakan tidak berlaku se?Jak Unfiang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul
suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses

tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999:
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